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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun

2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan . . .
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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 124/Kpts/KPU/TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR
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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2017

RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2017

NO JUDUL RANCANGAN PERATURAN UNIT KERJA

1. Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

Biro Perencanaan dan
Data

2. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Biro Hukum

3. Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Biro Perencanaan dan
Data

4. Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar Negeri dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Biro Perencanaan dan
Data
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5. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Biro Perencanaan dan
Data

6. Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat

Biro Perencanaan dan
Data

7. Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat

8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat

9. Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat

10. Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Biro Hukum

11. Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat

12. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
dan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat

13. Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
dan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Biro Logistik
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Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

14. Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota

Biro Sumber Daya
Manusia

15. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Biro Perencanaan dan
Data

16. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Biro Perencanaan dan
Data

17. Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan
Perwakilan Daerah

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat

18. Perubahan atas Peratuan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara
dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota

Biro Logistik

19. Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi
Pemilihan Umum

Biro Sumber Daya
Manusia

20. Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyelesaian Kerugian Negara di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Biro Umum
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21. Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2018

Biro Perencanaan dan
Data

22. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota

Biro Perencanaan dan
Data

23. Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat

24. Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat

25. Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Biro Hukum

26. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Biro Logistik

27. Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat

28. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat

29. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh,
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan
Papua Barat

Biro Teknis dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat
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